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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Proses Organisasi
Hubungan antara pemerintah dengan msayarakat merupakan hubungan yang saling ketergantungan. Melalui peran pemerintah, masyarakat diatur dan dipenuhi kebutuhannya. Di lain pihak masyarakat membutuhkan peran pemerintah sebagai pihak yang mengatur kehidupannya, sehingga terciptalah ketertiban dan ketentraman. Dengan adanya Proses Rencanaan Pembangunan maka Pemerintah Maluku Tenggara Barat (MTB), melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Menurut pendapat James L. Gibson, Jhon. M. Ivan Cevich, James H.  Donelly. JR dalam bukunya Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses. Proses organisasi terdiri dari tiga tahap yaitu :

2.2.1 Proses komunikasi : 
kelangsungan hidup organisasi tergantung dari kemampuan managemen menrima, meneruskan, dan bertindak atas informasi. Proses Komunikasi menghubungkan organisasi dengan lingkungan, demikian juga sebagai bagiannya. Informasi mengalir ke dan dari organisasi dan di dalam organisasi. Informasi mengintergasikan aktivitas di dalam organisasi.

Dalam hubungannya dengan proses organisasi, komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan. Komunikasi berperan menjembatani perbedaan antara managemen organisasi dan masyarakat karena mampu merekatkan kembali, organisasi dan lingkungannya. Komunikasi diperlukan untuk melancarkan informasi yang diolah baik dari dalam maupun luar organisasi. 
Dengan demikian komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari baik antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, maupun masyarakat dengan organisasi di lingkungannya, dalam hal ini untuk mencapai informasi yang baik dan menguntungkan.
2.2.2 Pengambilan Keputusan :
 tergantung atas pemilihan sasaran yang tepat dan mengidentifikasikan cara untuk mencapai integritas yang baik antara faktor perilaku dan struktur, manajemen dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya keputusan yang bermutu tinggi.

Untuk mencapai tujuan manusia membentuk organisasi. Organisasi dengan demikian menjadi wadah relasi sosial untuk mencapai tujuan secara kolektif melalui kerja sama. Kerja sama akan mengahsilkan hubungan antara paling sedikit dua orang, dimana satu pihak dapat menjadi pemberi tugas, pemimpin, atau pemilik organisasi dan lain pihak sebagai penerima tugas. Pengambilan keputusan utama yang selalu dilakukan para manajer ditujukan untuk menjawab tantangan atau masalah yang terjadi dalam organisasi. Keputusan yang baik dapat dinilai dari seberapa besar sumber daya berhasil dialokasikan. 
Manusia selalu di hadapkan pada masalah. Pencapaian kebutuhana dan keinginan, visi dan misi mengahasilkan masalah tentang bagaimana memuaskan kebutuhan dan keinginan. Dalam menyelesaikan masalah, seseorang memiliki sejumlah alternatife yang dapat dipilih, dan dan setiap alternative memiliki konsekuensinya masing-masing. Informasi digunakan manajemen untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dibandingkan bila mereka tidak memiliki informasi sama sekali. Semenjak manusia adalah makluk pembuat keputusan, maka secara otomatis setiap saat pula pilihan atas sebuah peristiwa harus dilakukan oleh manajer dan organisasi. Kehancuran maupun keberhasilan sebuah organisasi tidak lain dimulai dari baik buruknya proses pengambilan keputusan yang berlangsung dalam organisasi.
2.2.3 Sosialisasi dan Pengembangan Karir : 
Proses dimana anggota dapat mempelajari nilai-nilai kultural, norma, keyakinan dan perilaku yang diminta sehingga memungkinkan mereka mencerminkan kontribusi efektif bagi organisasi. Organisasi memperkerjakan individu untuk melakukan tugas tertentu, pekerjaan dari struktur organisasi. Jadi individu dan kepentingan organisasi serta sasaran harus berada dalam harmoni bila ke duanya ingin efektif. 

Proses ini dimana individu memahami harapan organisasi di sebut sebagai sosialisasi. Sosialisasi bisa bersifat formal, ketika program orientasi diberlakukan bagi karyawan baru atau bersifat informal ketika maneger dan pekerja menyampaikan kepada karyawan baru mengenai detil harapan organisasi. Pengembangan karir dan sosialisasi merupakan aktivitas yang salin berkaitan yang mempengaruhi kinerja organisasi dan individu.
2.2 Pengertian Proses  Umum

Menurut definisinya, proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulangkali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan. Menurut definisi di atas proses dapat terjadi berulang kali, untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan proses harus di rancang secara baik sehingga secara konsisten dapat mengarah pada hasil yang di inginkan. 
Banyak contoh proses yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, yang mungkin tidak kita sadari: Mobil merupakan hasil dari proses manufaktur. Begitu pula pakaian, rumah, bahkan roti yang kita makan, semua merupakan hasil dari suatu proses yang dapat menjamin kualitasnya.
Proses menentukan dan mencatat setiap tahapan yang secara keseluruhan mengarah pada produktivitasnya. Aktivitas Proses yang tidak mengikuti setiap tahapan tersebut cenderung berakhir dengan kegagalan. Asalkan terencana dan tertata bagus, proses yang berisi sejumlah tahapan itu akan dapat membantu Anda mengidentifikasi, menganalisis, mengkualifikasi, mengukur peluang, untuk kemudian menentukan tahapan selanjutnya. Jika ingin bagus, perencanaan proses  harus mengacu pada cara yang diinginkan.
Sederhananya adalah agar siapapun yang terlibat dalam aktivitas Proses ini, tahu langkah apa saja yang perlu dilakukan berikutnya demi meningkatkan peluang keberhasilannya. Lagi pula, dalam situasi sekarang ini, hanya sebagian kecil saja proses-proses yang dapat sukses oleh rancangan satu orang. Siklus ini melibatkan cuma satu peristiwa, atau serangkaian peristiwa dalam jangka waktu yang lebih panjang, tidak masalah. Yang terpenting adalah Anda tahu apa yang harus Anda lakukan dan kapan melakukannya.

Manfaat proses:

·        Menentukan langkah selanjutnya yang memperbesar peluang sukses.

·        Mendiagnosis kelemahan di tingkat perorangan maupun kelompok dan memperbaikinya.

·        Mengukur tingkat kemajuan program penjualannya pada setiap peluang yang ada.

·        Memprediksi revenue yang dapat diperoleh dari setiap peluang yang ada.

Sumber : The New Solution Selling – Keith M, Eades
2.2 Pengertian Rencana
Berkaitan dengan Proses pemerintah dalam Rencana pembagunan daerah yang dimaksud :

 rencana pembangunan menurut Siagian  adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, (Siagian, 1994). 
Sesuai pendapat tersebut maka suatu rencana merupakan proses pemikiran dan penentuan akan hal-hal penting yang akan dkerjakan di masa depan untuk mencapai tujuan penting dari rencana yang telah di buat. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya membuat suatu rencana kerja yang akan menjadi pedoman kerjanya selama masa jabatan, sehingga rencana-rencana yang telah di susun secara matang akan berjalan sesuai dengan tujuannya.     
Pengertian perencanaan ini mengacu pada perencanaan Sumber Daya Manusia menurut Andrew E. Sikula sebagai “Human resource of manpower planning has been defined as the process of determining manpower requirements and the means for meeting those requirements in order to carry out the integrated plans of the organization (Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintregasi dengan rencana organisasi)” (Sikula dalam Mangkunegara 2003:5).

Berdasarkan pendapat di atas perencanaan sumber daya manusia di artikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai yang tepat dan bermanfaat secara ekonomis. 

Berdasarkan perencanaan sumber daya manusia maka, Dalam Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai :

 “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah” (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam Fokusmedia 2005:3).

Pengertian diatas mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah dengan melibatkan Masyarakat. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu : 

1. Politik;

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing  calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
2. Teknokratik;

Perencanaan dengan pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmia oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3. Partisipatif;

Perencanaan dengan pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.

4. Atas-bawah (top-down); dan

5. Bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam Fokusmedia 2005:22-23)

Sesuai pendapat tersebut, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan  untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembanguna yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya, Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA) menhimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi utuk menilai pencapaian sasaran tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. “Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact)” (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004).

Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka suatu perencanaan sangat dibutuhkan dalam pembangunan Nasional. Pemerintah dapat menjalankan pembangunan dengan tepat dan cepat dipengaruhi oleh perencanaan yang matang. Setelah melakukan rencana-rencana strategis, Pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan dengan baik dalam rangka keberhasilan pembangunan. 

Berdasarkan penjelasan dia atas, dapat dikatakan bahwa suatu Proses Perencanaan serta Evaluasi pelaksanaan rencana sangat mempengaruhi terwujudnya pengambilan keputusan yang efisien, afektif, rasional dan berkualitas.
2.3 Pengertian Pembangunan
Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi, pembangunan merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Proses pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spritual maupun secara material, yang mencakup seperangkat cita-cita meliputi hal-hal sebagai berikut : (Soerjono, 2000:454)

1. Pembangunan harus bersifat rasionalistis, haluan yang diambil harus didasarkan pada fakta, sehingga nantinya merupakan suatu kerangka yang singkron.

2. Adanya rencana pembangunan dan proses pembangunan artinya, adanya keinginan untuk selalu membangun pada ukuran dan haluan yang terkoordinasi secara rasional dalam satu sistem.

3. Peningkatan produktifitas.

4. Peningkatan standar kehidupan.

5. Kedudukan, peranan, dan kesempatan yang sederajat  yang sama dibidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum.

6. Pengembangan lembaga-lembaga sosial dan sikap-sikap dalam masyarakat mencakup; efisiensi, kerajinan/ketekunan, keteraturan, ketetapan, kesederhanaan dan kecermatan, ketelitian dan kejujuran, bersifat rasional dalam mengambil keputusan, siap menghadapi perubahan, giat dan menggunakan kesempatan yang benar, integritas dan dapat berdiri sendiri, bersikap kooperatif. 

Berdasarkan pendapat di atas maka pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang di lakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopr pembangunan maupun masyarakat,  untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara material maupun secara spiritual untuk mewujudkan cita-citanya sesuai rencana masa depan. 
Pembangunan sangat berperan aktif dalam sebuah Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa karena menyangkut kehidupan sosial dan kemajuan suatu masyarakat tertentu, pengembangan lembaga-lembaga sosial merupakan salah satu cara untuk mengadakan perubahan dalam suatu masyarakat. Pemerintah merancang pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, politik dan hukum untuk mencapai suatu tujuan pembangunan secara bersih dan bersifat rasional dalam mengambil keputusan yang efektif dan siap menghadapi berbagai perubahan yang akan terjadi.  
Manusia pribadi harus dapat berkarya untuk menambah karya dan tidak selalu tergantung pada masyarakat yang lain. Masyarakat juga harus melatih dirinya untuk bersikap jujur dan senantiasa berorientasi ke muka, sehingga proses kehidupannya dapat direncanakan, baik aspek spiritual maupun aspek materialnya. 

Secara harfiah menurut kamus bahasa Indonesia kesejahteraan (asal kata : sejahtera) berarti keamanan dan kesejahteraan (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dsb); kesenangan hidup, kemakmuran. Sedangkan sosial antara lain berarti (segala sesuatu) yang mengenai masyarakat; kemasyarakatan; kepentingan umum. Sedangkan dari segi ilmu pengetahuan antara lain diungkapkan oleh tokoh ilmuwan kesejahteraan sosial terkenal yaitu Walter. A. Friedlander dan Robert Z. Apte dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial (Introducing to Social Walefare), menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah :

“Suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang ditunjuk untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengambangkan segenap kemampuan dan meningkatkan keberadaan hidup mereka secara harmonis maupun masyarakat.” (Friedlander, 1980:3).
Berdasarkan pendapat diatas kesejahteraan sosial dilakukan secara terorganisir sehingga standar kehidupan dan kesehatan masyarakat terjamin dengan baik, dan memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan kehidupan yang harmonis.
Masyarakat di tuntut untuk punya kemampuan pribadi sehingga dapat menunjang kehidupan masing-masing individu dalam suatu lingkungan, yang akan di kontrol oleh pemerintah untuk mencapai taraf hidup yang baik. Kesejahteraan sosial diharapkan akan menjadi pendorong dalam suatu lingkungan untuk bersosialisasi secara baik dalam hal ini komunikasi antar masyarakat sosial. Komunikasi adalah salah satu factor yang dapat menjembatani perbedaan-perbedaan dalam masyarakat karena mampu membuat perubahan kearah kehidupan yang makmur dan aman.   
 Menurut Siagian (1994) pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan per​ubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”.
Berdasarkan pendapat diatas pembangunan tercipta untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan yang terencana, sehingga untuk berlangsungnya pembangunan diperlukan syarat kemauan yang keras serta kemampuan untuk memanfaatkan setiap kesempatan bagi keperluan pembangunan. Masyarakat harus turut aktif dalam memecahkan masalah-masalah dan memiliki sikap terbuka bagi pikiran-pikiran dan usaha-usaha baru.

Disamping itu diperlukan kelompok-kelompok yang kreatif atau minoritas pemimpin-pemimpin yang kreatif serta massa yang kritis. Masyarakat sebagai individu tidak boleh pasrah pada keadaan yang dihadapi, atas dasar pandangan hidup bahwa segala sesuatu merupakan nasib buruk bagi dirinya. Manusia sebagai makluk sosial di tuntut untuk lebih mandiri dalam menyikapi kehidupannya agar tidak akan terjadi individualistis dalam lingkungan, tetapi masyarakat akan mandiri.
 Sedangkan Ginanjar Kartasas​mita (1994) memberikan pengertian pembangunan yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Sesuai pendapat di atas, Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran ter​sebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara kese​luruhan mengandung unsur perubahan. 
Perubahan sangat di perlukan bagi kemajuan bangsa dan terkhususnya daerah atau kota yang baru saja berdiri, daerah baru seringkali mengadakan perubahan yang sangat lamban, karena faktor-faktor tertentu seperti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepadatan penduduk yang sering kali membuat perubahan semakin lamban. Perubahan ke arah yang lebih baik sangat di harapkan bagi kemajuan dan perkembangan daerah tertentu.
Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994).
Menurut pendapat di atas pembangunan membuat proses perubahan mencakup semua aspek kehidupan yaitu, ekonomi, politik, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi dan kebudayaan, kebudayaan sendiri adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar. Dalam hal membangun aspek-aspek kehidupan di atas masyarakat sesuai budayanya dilatih dan belajar untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan yang baik harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sehingga apa yang telah direncanakan berjalan dengan sukses. 
Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. 
Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih,fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan,  antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. 
Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.
2.4 Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 Pengertian secara umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun. Menurut skalanya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)  merupakan perencanaan tingkat meso (menengah) daerah yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh stakeholder) dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dokumen RPJM secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama lima tahun. 
Dari pengertian di atas dapat dijabarkan lebih lanjut tentang kerangka kebijakan, kerangka sendiri berarti rencana atau perencanaan dan Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu) (Suharto, 1997). 
Dengan demikian menurut pendapat di atas maka dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. untuk mencapai suatu kebijakan di perlukan anlisis kebijakan. Analisis kebijakan sendiri Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannnya suatu kebijakan. 

Kegiatan penganalisisan kebijakan dapat bersifat formal dan hati-hati yang melibatkan penelitian mendalam terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi suatu program yang telah dilaksanakan. Namun demikian, beberapa kegiatan analisis kebijakan dapat pula bersifat informal yang melibatkan tidak lebih dari sekadar kegiatan berfikir secara cermat dan hati-hati mengenai dampak-dampak diterapkannya suatu kebijakan. 
Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan. 
Analisis kebijakan tidak diciptakan untuk membangun dan menguji teori-teori deskriptif yang umum, misalnya teori-teori politik dan sosiologi mengenai elit pembuatan kebijakan atau teori-teori ekonomi mengenai determinan pembelanjaan publik, akan tetapi analisis kebijakan mengkombinasikan dan mentransformasikan substansi dan metode beberapa disiplin, dan lebih jauh lagi menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah publik tertentu. Sebagai disiplin ilmu terapan, analisis kebijakan meminjam tidak hanya ilmu sosial dan perilaku tetapi juga administrasi publik, hukum, etika dan berbagai macam cabang analisis sistem dan matematika terapan. 
Adapun tujuan dari RPJMD adalah :
1.  menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD, APBD Provinsi , dan APBN;

2. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan yang efektif, efesien, berkeadilan serta berkelanjutan.
3. memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan;

4. memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan; 

5. acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis SKPD, serta menjadi alat kendali untuk mengevaluasi kinerja masing-masing SKPD sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun;

6. acuan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang secara akumulatif menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah setiap tahunnya, serta Laporan Pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya.
Berkaitan dengan dengan dilakukannya revisi menyesuaikan dengan perubahan obyektif kewilayahan beserta segenap konsekuensi logis lainnya karena terjadi pemekaran; maka RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)  hasil revisi ini menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan untuk sisa masa jabatan kepala daerah.
Revisi terhadap RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) menimbulkan konsekuensi logis terhadap dokumen perencanaan lainnya karena RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)  sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) dan setiap tahunnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat; maka segenap dokumen perencanaan tersebut harus menyesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)  hasil revisi ini. (dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012 yang telah revisi)

16



